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ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang harus diperhatikan,
sehingga memerlukan kebijakan dan program yang tepat dari pemerintah.
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dituangkan dalam
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dibentuk
supaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif dan optimal.
Berbagai program kebijakan dari pemerintah sebagaimana yang telah disebutkan
dalam Perda No 2 Tahun 2015 pasal 19 ayat (3) dikelompokkan menjadi empat
jenis. Diantaranya meliputi kelompok program bantuan sosial berbasis keluarga,
program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat,
kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha
ekonomi mikro dan kecil, serta kelompok program lainnya yang secara langsung
maupun tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat miskin. Untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah terkait
penanggulangan kemiskinan sudah terealisasikan ke masyarakat khususnya di
Kecamatan Karangmojo, dan untuk mengetahui Keterlibatan Pemerintah daerah
dalam penanggulangan permasalahan kemiskianan, maka penulis membahas
mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Maslahah Dalam Kaidah Figh
(Studi kasus di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul)

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research ) dengan
pendekatan normatif-empiris, merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek
implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa di
masyarakat. Dalam metode pengumpulan datanya, menggunakan teknik
wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Perda No 2 Tahun 2015 apabila
dikaitkan dengan konsep maslahah dalam kaidah figh sudah sesuai, termasuk dalam
jenis maslahah Al-‘4mmah, dengan adanya program dan kebijakan pemerintah
daerah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan serta pelaksanaan dari program-
program penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan di masyarakat bertujuan
untuk mensejahterakan masyarakat guna kemaslahatan umum. Namun apabila
dikaitkan dengan teori kebijakan, masih terdapat beberapa yang belum sesuai
dengan ketentuan dari teori kebijakan pemerintah yang telah dikemukakan oleh
tokoh yang bernama Noeng Muhadjir,

Kata Kunci : Perda, Penanggulangan Kemiskinan, Kebijakan Pemerintah,
maslahah



ABSTRAC

Provert is a national problem that must be considered, so it requires
appropriate policies and programs from the government. Regional Government
Policies of Gunungkidul Regency as outlined in regional Regulation Number 2 of
2015 Concerning poverty reduction, are formed so that poverty reduction can be
carried out effectively and optimally various policy programs from the government
as mentioned in regional regulation Number 2 of 2015 article 19 Paragraph (3) are
grouped into four types. Among them include family-based social assistance
program grups, community empowerment based poverty alleviation programs,
proverty reduction program groups based on micro and small economic
empowerment, as well as other program groups that can directly or indirectly
improve the economy and welfare of the poor. Related to poverty alleviation it has
been realized in the community, especially in Karangmojo District, and to find out
the involvement of local governments in overcoming poverty problems, the authors
discuss the Gunungkidul Regional Government Policy Number 2 of 2015
concerning poverty reduction from the Maslahah Perspective in Figh Rules (Case
study in Karangmojo District, Gunungkidul Regency).

This type of research is a field research with a normative-empirical
approach, an approach that emphasizes the implementation aspects of normative
legal provivions in action on every event in society. In the data collection method,
using interview, observation, and documentation techniques.

The results of the study show that Perda No. 2 of 2015 when it is associated
with the concept of Maslahah Al-‘4mmah, with the existence of local government
programs and policies in overcoming poverty problems and the implementation of
poverty reduction programs that are already running. In the community aims to
prosper the community for the general benefit. However, when it comes to policy
theory, there are still some that are not in accordance with the provisions of the
government policy theory that has been put forward by a figure named Noeng
Mubhadjir.

Keywords : Perda, Poverty Reduction, Government Policy, Maslahah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22

Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf
Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
Tidak di
\ Alif
lambangkan
< Ba’ B Be
< T2’ 4 Te
& sa’ $ Es (dengan titik di atas)
z I J Je
Ha (dengan titik di
z Ha’ h
bawah)
t Kha’ Kh Ka dan ha
3 Dal D De
Zet (dengan titik di
3 Zal V4
atas)
B Ra’ R Er
J Za’ Z Zet




o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
Es (dengan titik di
ua Sad S
bawah)
De (dengan titik di
o= Déad d
bawah)
Te (dengan titik di
L Ta t
bawah)
Zet (dengan titik di
L 7y’ Z
bawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik ke atas
' Gain G Ge
- Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L ‘el
B Mim M ‘em
O Niin N ‘en
3 Wawu W W
o Ha’ H Ha
& ¢ ‘ Apostrof
S Ya’ Y Ye




B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

Ditulis

Muta’addidah

Ditulis

‘iddah

C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata

1. Bila ta’ marbtitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan

sebagainya.
ass Ditulis hikmah
S3'N Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ marbutah di ikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan kedua

itu terpisah, maka di tulis dengan h

;L’dﬂ\f\.;b's

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbitah hidup dengan harakat fathaz, kasraz, dan dammah

ditulis t
ShallbE Ditulis Zakat al-figrf
D. Vokal Pendek
- Fathah Ditulis A
- Kasrah Ditulis |
: dammah Ditulis U

Xi




E. Vokal Panjang

Fathah + alif Ditulis A
Alals Ditulis Jahiliyyah
Fathah + ya’ mati Ditulis A
(s Ditulis Tansa
Kasrah + ya’ mati Ditulis I
R Ditulis Karim
dammah + wawu )
_ Ditulis U
mati
o Ditulis Furiid
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
RS Ditulis Bainakum
Fathah + wawu mati Ditulis Au
J3 Ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (“)

eiﬁ Ditulis A’antum

a0%G ol Ditulis La’in syakartum
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H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila kata sandang A/if + Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan

al.

Sl Ditulis Al-Qur’an

ol Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta di hilangkan

huruf I (el)-nya.

| Ditulis as-Sama

ol Ditulis as-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.
o3 55 Ditulis Zawi al-furiid
L) Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal,

dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital
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seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan
huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri

bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
e ol a8 O sl Glamay S
Syahru ramadan al-laz1 unzila fthil-Qur’a.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur’an, hadis, mashab
syariat, lafaz.

2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-hijab.

3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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Giyal o AN 3 E3all 5 il LA Heal o Cualid 4y 3 Gallal) Gy an daal) s dedld)
By Gl Gmadl adlally 4l e 5 datiall gelid
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Aturan ataupun kebijakan pemerintah dibentuk berlandasan nilai-
nilai filosofis. Di Negara Indonesia sendiri nilai-nilai filosofis tersebut
terkandung dalam Pancasila, sehingga dalam pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penanggulangan Kemiskinan dibentuk berdasarkan nilai-nilai filosofis yang
terkandung dalam pancasila, sebagaimana bunyi sila kelima yaitu
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya Penanggulangan
kemiskinan perlu diatur diantaranya dengan Peraturan Daerah. Dalam hal
ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membuat Perda No 2 Tahun 2015
tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai solusi untuk membantu
masyarakat yang kurang mampu.

Kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dari seseorang dalam
memenuhi kebutuhan material seperti sandang, pangan dan papan yang sulit
untuk didapatkan dan dipenuhi.! Kemiskinan termasuk permasalahan
bangsa yang harus diperhatikan, sehingga memerlukan kebijakan dan
program penanggulangan yang tepat dari pemerintah. Sebagaimana yang
tertulis dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan
“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dalam ayat

tersebut dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara

L Arip Mutagien, Menuju Indonesia Sejahtera : Upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan.
(Jakarta:Khanata, 2006), him.6.



oleh negara artinya tugas tersebut diamanatkan oleh pemerintah untuk
tercapainya tujuan negara, yakni mensejahterakan kehidupan bangsa.
Permasalahan Kemiskinan merupakan suatu masalah yang
memprihatinkan dan perlu mendapatkan penanganan yang khusus dari
pemerintah supaya dapat ditanggulangi. Di setiap daerah memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil
guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, bahwa daerah memiliki
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.? Salah satu wewenang yang
diterima oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik. Diantaranya adalah
wewenang untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.®
Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk cukup tinggi jumlah angka
kemiskinan, lebih khususnya di kabupaten Gunungkidul. Untuk mengatasi
masalah kemiskinan yang terjadi maka pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan

Kemiskinan. Dengan adanya Perda nomor 2 Tahun 2015 tentang

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 tentang pemerintahan Daerah

3 Rasbin, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan
Pengangguran : Studi di Kota Yogyakarta dan Malang,”, Vol 23:2 (Juni 2018), him. 130.



penanggulangan Kemiskinan tersebut diharapkan mampu mengatasi

permasalahan kemiskinan yang terjadi di daerah Gunungkidul.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terkait
dengan Permasalahan Kemiskinan yang terjadi di Gunungkidul, dalam hal
penanganan Kemiskinan tersebut Pemerintah daerah Gunungkidul
membuat kebijakan salah satunya untuk mewujudkan tujuan negara
Indonesia, yaitu mensejahterahkan kehidupan bangsa ataupun masyarakat.
Jika dilihat dari perspektif Maslahah Dalam Kaidah Figh, suatu hukum atau
peraturan ditetapkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan
kebaikan untuk manusia. Sebagaimana tujuan diadakannya Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, guna
mewujudkan kemaslahatan hidup bermasyarakat yang berkecukupan,

damai dan sejahtera.

Dari paparan diatas, maka permasalahan yang ingin dicermati dalam
penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi kebijakan Pemerintah
Daerah Gunungkidul yang dituangkan dalam Perda No 2 Tahun 2015
tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Karangmojo,
Kabupaten Gunungkidul, dan untuk mengetahui Bagaimana peran
Pemerintah Daerah diantaranya Dinas Sosial maupun Bappeda dalam
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul. Dalam
hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul

“Kebijakan Pemerintah Daerah Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 Tentang



Penanggulangan Kemiskinan perspektif Maslahah Dalam Kaidah Figh

(Studi Kasus di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, dapat

dirumuskan beberapa permasalahan pokok, yaitu ;

1. Bagaimana Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2015 tentang
Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten
Gunungkidul?

2. Bagaimana Tinjauan Maslahah terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten

Gunungkidul No 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk ;

a. Menjelaskan dan mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam
mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di daerah
Gunungkidul, terhadap pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2015 tentang
Penanggulangan Kemiskinan.

b. Untuk memberikan Pemahaman tentang Tinjauan Maslahah
terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Gunungkidul No 2 Tahun
2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis



penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat
bagi  keilmuan Hukum Tata Negara terutama dalam
penyelenggaraan Pemerintahan dalam memberikan Kebijakan
terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan. Dan diharapkan dapat
menjadi pengetahuan serta pengalaman sebagai referensi dalam
pembuatan kebijakan khususnya untuk mengatasi Permasalahan
Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Bagi Akademik kegunaan
penelitian ini diharapkan sebagai motivasi untuk melakukan
penelitian-penelitian selanjutnya serta kegunaan penelitian ini ialah
sebagai tugas akhir dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar

Strata Satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

. Secara Praktis

1) Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan
evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam
pembuatan peraturan dan atau pembuatan program kebijakan
tentang penanggulangan kemiskinan.

2) Bagi Masyarakat, sebagai pengetahuan dan pemahaman kepada
Masyarakat bahwa pemerintah daerah telah membuat suatu
peraturan ataupun kebijakan dan implementasinya yang
bertujuan untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini khususnya di Daerah Gunungkidul, bahwa



pemerintah daerah telah membuat Perda No 2 tahun 2015
tentang Penanggulangan Kemiskinan.

3) Bagi Akademisi, sebagai sarana menambah Referensi keilmuan
hukum Tata Negara yakni terkait dengan pembuatan kebijakan-

kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan pengamatan dan penelusuran terkait judul
“Kebijakan Pemerintah Daerah Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Maslahah Dalam Kaidah Figh
(Studi Kasus di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul)”
Penyusun menyadari bahwa tema dalam penelitian ini bukan merupakan
satu-satunya yang diangkat dalam sebuah penelitian, penulis menemukan
beberapa literatur dan karya ilmiah berupa jurnal maupun artikel yang
mengkaji dan membahas berkaitan dengan tema dalam penelitian ini. Untuk
mengantisipasi adanya kesamaan ataupun plagiasi, serta untuk menjamin
keabsahan penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian

yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya :

Pertama, Skripsi karya Aji Pangestu Tirou, dengan judul
“Komunikasi Pemerintah Daerah Gunungkidul Dalam menjalankan
Program Penanggulangan kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan

Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018” Dalam skrikpsi



ini menjelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat terjadi komunikasi vertikal, Bappeda selaku
pembuat program mengarahkan kepada Organisasi Perangkat Desa (OPD)
yang memiliki kepentingan dalam program penanggulangan kemiskinan
untuk menjalankan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat.*
Sedangakan penulis dalam penelitian ini akan meneliti terkait dengan
kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Maslahah dalam Kaidah
Figh.

Kedua, Artikel Jurnal karya Juli Panglima Saragih yang berjudul
“Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta”
dalam jurnal ini menjelaskan mengenai suatu kebijakan pengentasan
kemiskinan harus dilakukan secara terus-menerus dan dengan melakukan
evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan dan program yang ada guna mencari
solusi di masa datang dan jangka panjang.®

Ketiga, Artikel Jurnal Karya Murdiyana dan Mulyana dengan judul
“Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia” dalam jurnal
ini  membahas kebijakan pemerintah terkait strategi pengentasan

kemiskinan di Indonesia, sedangkan penulis dalam hal ini akan meneliti

4 Aji Pangestu Tirou, “Komunikasi Pemerintah Daerah Gunungkidul Dalam menjalankan
Program Penanggulangan kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Perda
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-
2018” Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2019).

5 Juli Panglima Saragih, “Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa
Yogyakarta” Jurnal ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 6 : 1 ( Juni 2015)



terkait kebijakan pemerintah daerah Gunungkidul dalam penanggulangan
Kemiskinan.®

Keempat, Artikel karya Shinta Yuninana Pertiwi, dengan judul
“Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan”
dalam jurnal ini difokuskan untuk menganalisis kebijakan pemerintah
daerah dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengambil studi kasus
di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, terhadap keberadaan Perda Nomor
1 Tahun 2012.7

Kelima, Artikel karya Yeni Salma Barlinti, yang berjudul
“Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan”
memaparkan terkait macam-macam kebijakan yang dilakukan pemerintah
dalam penanggulangan kemiskinan. Program yang dilakukan oleh
pemerintah tersebut tidak hanya dapat diselesaikan oleh satu bidang ilmu
dan satu pihak saja. Namun antara bidang sosial, ekonomi, pendidikan,
agama dan hukum sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan
kemiskinan. Semua kebijakan tentu membutuhkan para penegak hukum

yang adil, jujur, dan memegang amanah dalam melaksanakan tugasnya.®

& Murdiyana dan Mulyana, “Analisis Kebijakaan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia”
Jurnal Politik Pemerintahan, Vol 10:1 (Agustus 2017)

7 Shinta Yuninana Pertiwi, “Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan
Kemiskinan” Artikel Pendecta, Vol 9:1 (Desember 2014)

8 Yeni Salma Barlinti, “Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan
Kemiskinan” memaparkan terkait macam-macam kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam
penanggulangan kemiskinan” Lex Jurnalica, Vol 4:3 (Agustus 2007)



Keenam, Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan
Kemiskinan Di Kota Yogyakarta™® dalam penelitian skripsi ini meskipun
memiliki kesamaan tema yakni terkait dengan Penanggulangan
Kemiskinan, namun ada perbedaan bahwa perda yang dianalisis yakni Perda
Kota Yogyakarta Nomor 23 tahun 2009 tentang penanggulangan
kemiskinan di kota Yogyakarta.

Ketujuh, Artikel karya Rasbin yang berjudul “Peran Pemerintah
Daerah Dalam Mengurusi Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran : Studi
Di Kota Yogyakarta dan Malang” dalam artikel ini membahas terkait
program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang
terjadi di kota Yogyakarta dan Malang.°

Karya Kedelapan, Ricky Fernando Alexander Sumolang, dkk.
Dengan karya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam
Program Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bitung”
dalam jurnal ini membahas terkait pengimplementasian kebijakan dalam

konteks sumber daya yang ada di dinas sosial di Kota Bitung.*

9Helen Cindera, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009
tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Yogyakarta” Skripsi llmu Pemerintahan (2019)

10 Rasbin “Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran Studii Di
Kota Yogyakarta dan Malang” Kajian Vol 23:2 (Juni 2018)

11 Ricky Fernando Alexander Sumolang, dkk, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam
Program Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bitung” Jurnal Jurusan limu
Pemerintahan Vol 1:1 (2018)
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Berdasarkan Pemaparan Karya ilmiah, yang telah disebutkan diatas
secara umum semuanya berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan
ditulis. Dari beberapa jurnal dan Skripsi Kedelapan tersebut mempunyai ke
khususan masing-masing yang tentunya berbeda antar satu dengan yang
lain. Setelah penulis menelaah dari beberapa karya ilmiah diatas, untuk
karya mengenai Kebijakan Pemerintah daerah Gunungkidul terhadap
pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2015 dilihat dari Perspektif Maslahah
dalam kaidah Figh belum ditemukan, belum ada penelitian yang menjadikan
Perspektif Maslahah sebagai sudut pandangnya. sehingga di penelitian ini
Penulis membahas dengan judul  “Kebijakan Pemerintah Daerah
Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
Perspektif Maslahah Dalam Kaidah Figh. (Studi Kasus di Kecamatan

Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul)”

E. Kerangka Teoritik
1) Teori Kebijakan Pemerintah
Kebijakan atau Policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan
dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap
dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak
yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan sengaja
disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju

(kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan
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kebijakan tersebut.!> Dalam kamus besar bahasa Indonesia kebijakan
dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar
rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak
(tentang perintah, organisasi). Seorang tokoh yang bernama Mustopadidjaja
memberikan definisi tentang kebijakan, yaitu keputusan suatu organisasi
yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk
mencapai tujuan tertentu berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat
dijadikan pedoman perilaku dalam (1) Pengambilan keputusan lebih lanjut,
yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi
pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan
yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi

pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.®

Suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak ada artinya
dan hanya sebatas harapan atau rencana bagus yang tersimpan saja apabila
tidak diikuti dengan adanya pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut tokoh
yang bernama Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan
problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan
kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus
memenuhi empat hal penting yakni ; 1) tingkat hidup masyarakat

meningkat, 2) terjadi keadilan, By the law, social justice, dan peluang

2 Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik, (Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, 2012), him.20.

13 Hanif Nurcholis dkk., Administrasi Pemerintahan Daerah (Jakarta:Universtias Terbuka,
2011), him.72.
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prestasi dan kreasi individual, 3) diberikan peluang aktif partisipasi
masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan

implementasi), dan 4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.*

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat
dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan
implementatif. Kebijakan subtantif adalah keputusan yang dapat diambil
berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah.
Tindak lanjut dari kebijakan subtantif adalah kebijakan implementatif yaitu
keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk
melaksanakan  kebijakan  subtantif.’® Ada peluang terjadinya
ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah, ada
kemungkinan terjadinya perbedaan antara yang diharapakan (direncanakan)
oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil

atau prestasi pelaksanaan kebijakan.®

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan
merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari
tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan

pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi mengambil keputusan atas

14 Noeng Muhadjir, IImu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial
Kreatif, (Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000), him. 15.

5 Noeng H, Muhadjir, Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research (Yogyakarta
: Rake Surakin, 2003), him.90.

16 Sholichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), him.5-7.
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perencanaan yang telah dibuat. Dalam hal ini kebijakan pemerintah Daerah
Gunungkidul sangat menentukan berhasil tidaknya dalam Penanggulangan
Kemiskinan yang terjadi, terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten

Gunungkidul No 2 Tahun 2015.
2) Teori Maslahah Dalam Kaidah Figh

Menurut bahasa, kata Maslahah berasal dari bahasa Arab dan telah
dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahah yang berarti
mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak
kerusakan.!” Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata kerja
bahasa arab (=i -zis) menjadi (i) atau (Aalaz) yang artinya suatu yang
baik, patut dan bermanfaat.'® Maslahah merupakan salah satu metode analis
yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang
persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur’an dan al-Hadis
hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara

langsung.

Maslahah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang
dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh

syariat Islam dalam bentuk umum.*® Adanya syariat dalam kehidupan umat

17 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah (Semarang : Bulan Bintang,
1995), him.43.

8 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penerjamah dan Penafsir Al-Quran, 1973), him.219.

1% Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, cet Ke-8,
Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), him 123.
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manusia sebagai bentuk untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan

(kemaslahatan) umat manusia di dunia dan akhirat.

Menurut istilah para ahli ilmu ushul figh ialah suatu kemaslahatan,
dimana syari’ah tidak menysariatkan suatu hukum untuk merealisir
kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan
penolakannya.?’ Ada beberapa macam pembagian Maslahah, salah satunya
ialah Maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.
Para ahli Ushul Figh mengemukakan beberapa pembagian maslahat
berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka
membaginya dalam tiga bentuk ; a) Al-Maslahah al-Dharuriyyah, b) Al-

Maslahah al-Hajiyyah, dan c) Al-Maslahah al-Tahsiniyyah.?*
Di dalam Al-Quran??, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 26
| A5 5 Jasaall (3l 5 (Ssall g 4 0 8IS e
Dalam QS. Al Isra’ ayat 26 tersebut dijelaskan bahwa Allah
memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan kewajibannya,

yaitu memenuhi hak-hak keluarga dekat, orang-orang miskin, dan orang-

orang dalam perjalanan. Islam mengajarkan untuk menegakkan kepedulian

20 Abd. Wahab Khallaf, Vm Ushul al-Fighi (Jakarta: Ata li Indonesiyyin li al-Dakwah al-
Isimiyah, 1973), him. 116.

21 Abdul Aziz Dahlan, et al.Ensiklopedia Hukum Islam (Cet 1; Jakarta : lhktiar Baru Van
Hoeve, 1984), him. 1109.

22 Al Isra (17): 26.
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sosial seperti memperhatikan orang-orang yang kurang mampu, sebagai

dasar terciptanya ketentraman dan kedamaian masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori Maslahah, skripsi ini mengenai
kebijakan pemerintah daerah Gunungkidul Tentang Penanggulangan
kemiskinan berdasarkan Perda No 2 Tahun 2015 tersebut termasuk dalam
macam-macam Maslahah yang disebut juga dengan Maslahah
Dharuriyyah. Pengertian dari Maslahah Dharuriyyah yaitu kemaslahatan
yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di
akhirat. Dengan kata lain Maslahah Dharuriyyah (kebutuhan primer) yakni
kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi
eksistensi lima pokok yakni : Hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-
nafs (memelihara jiwa), hifdz al-agl (memelihara akal), hifdz an-nasab
(memelihara keturunan), dan hifdz al-mal (memelihara harta). Kelima
kemaslahatan ini biasa disebut al-masalah al-khamsah. Tujuannya untuk
mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia yang
sesuai dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Menurut Syathibiy
apabila agama dan dunia dapat berjalan dengan seimbang dan apabila

dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.?

. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

2 Ibid., him.1146.
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1. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah
Daerah Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan
Kemiskinan Perspektif Maslahah Dalam Kaidah Figh (Studi Kasus di
Kecamatan Karangmojo, Kabupaten  Gunungkidul)” tersebut
merupakan jenis penelitian lapangan (field research) memaparkan dan
menggambarkan keadaan serta fenomena nyata mengenai obyek di
lapangan. Serta Penelitian hukum yang dilakukan tersebut untuk
menemukan teori-teori tentang proses terjadi dan bekerjanya hukum
dalam masyarakat.
2. Lokasi Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini agar data yang diperoleh sesuai
dengan masalah yang diangkat maka penulis mengambil lokasi
penelitian di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, dan juga
mencakup Bappeda Kabupaten Gunungkidul maupun Dinas Sosial yang
bertugas dalam upaya pananggulangan kemiskinan di kabupaten
Gunungkidul.
3. Sifat Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis,
yaitu penggambaran secara tepat seluruh konsep yang ada relevensinya
dengan penelitian yang dibahas untuk selanjutnya dianalisa menjadi
sebuah kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya

deskripsikan lalu diklarifikasi untuk selanjutnya dianalisis. Dalam hal
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ini, penyusun menjabarkan Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah
dalam Penanggulangan Kemiskinan yang terjadi di Daerah Kabupaten
Gunungkidul terhadap Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2015, yang
kemudian dilakukan analisis terhadap penerapannya dengan perspektif

Maslahah dalam kaidah figh.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah Normatif-empiris, merupakan
pendekatan yang menekankan pada aspek implementasi ketentuan
hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa dalam

masyarakat.

. Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan sumber
data Primer yang diperoleh dari sejumlah bahan empiris di lapangan
baik primer maupun sekunder.
a. Bahan Primer
Adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan
yang meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang, dalam hal ini adalah Bappeda kabupaten Gunungkidul
maupun Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul selaku pelaksana
terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.
Serta Bahan primer yang digunakan meliputi semua peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah
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dalam Penanggulangan Kemiskinan seperti yang tercantum dalam
UUD 1945, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 2
Tahun 2015. Serta peraturan lain yang terkait yakni Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan
Kemiskinan, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017
tentang Startegi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018-2022, Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No 6 tahun 2014
tentang desa, UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,
Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan propinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan  daerah (diubah menjadi Perda Kabupaten
Gunungkidul No 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah).

Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan

penjelasan, hal ini dapat diperoleh dari buku, artikel, jurnal, karya
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ilmiah, ataupun laporan penelitian yang berkaitan dengan penelitian
ini.
6. Teknik Pengumpulan data
a. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
mendapatkan  keterangan-keterangan secara lisan  melalui
percakapan dan berhadapan secara langsung dengan orang yang
dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Dalam penelitian ini
teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas tanpa
pedoman, hanya melalui proses tanya jawab secara langsung antara
peneliti dan narasumber, yakni terkait dengan beberapa pihak yang
berwenang sebagai pelaksanaan terhadap Perda Kabupaten
Gunungkidul No 2 Tahun 2015 tentang Penaggulangan Kemiskinan.
b. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan secara
langsung dengan cara pencatatan secara sitematis mengenai tingkah
laku individu atau kelompok dalam masyarakat atau lembaga.
Observasi yang dilakukan di Kabupaten Gunungkidul merupakan
pengamatan langsung keadaan yang terjadi di kabupaten tersebut,
yakni beberapa sample kondisi masyarakat di kecamatan
Karangmojo terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten
Gunungkidul dalam penanggulangan Kemiskinan.

c. Dokumentasi
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Dokumentasi adalah usaha pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
penelitian yang terdapat di lokasi penelitian.
7. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.
Pengolahan dan analisis data kualitatif menekankan analisisnya pada
proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika
hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika
ilmiah. Setelah semua data dianalisis, selanjutnya akan ditarik
kesimpulan dengan menggunakan metide berfikir induktif, yaitu akan

ditarik pola berfikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur
penulisan yang disertai dengan logika dan argumentasi penulis mengenai
susunan dari skripsi, Sistematika dalam penyusunan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori
sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang
mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metode penelitian,

terakhir sistematika pembahasan.
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Bab kedua, Landasan teori yang berisi tentang teori dan pendapat
yang digunakan dalam penelitian beserta jabaran korelasinya, Yyaitu
penjelasan terkait teori mengenai konsep Maslahah dalam kaidah figh dan
teori kebijakan yang akan digunakan untuk menganalisis hasil penelitian
skripsi ini.

Bab ketiga, setelah diketahui teori-teori nya, maka selanjutnya
dalam bab ini akan dibahas mengenai aturan-aturan hukum yang telah
dibuat beserta penerapannya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah

dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah Kabupaten Gunungkidul.

Bab keempat, penyusun menguraikan analisis dari data yang telah
diperoleh dan membahas lebih lanjut mengenai data tersebut, terutama
mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul
dalam penanggulangan kemiskinan terhadap pelaksanaan Perda No 2 Tahun
2015 yang ditinjau dari Maslahah Dalam Kaidah Figh dan analisis

menggunakan teori kebijakan Pemerintah.

Bab kelima, penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari jawaban
pokok permasalahan serta membuat saran-saran yang merupakan Kritik
maupun masukan yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan, serta

daftar pustaka.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Perda No 2 Tahun 2015 merupakan Kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Gunungkidul dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang
terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Pihak yang berkewajiban untuk
melaksanakan perda ialah Pemerintah Daerah yang terdiri dari kepala
daerah dan perangkat daerah yang bertugas untuk menyusun strategi
pelaksanaan kebijakan. Kebijakan oleh pemerintah daerah dilakukan
melalui koordinasi dengan dinas dan lembaga teknis terkait. Kewenangan
yang dimiliki pemerintah tingkat Kecamatan khususnya di Kecamatan
Karangmojo sebagai bentuk Pelaksanaan peraturan daerah No 2 Tahun 2015
tentang Penanggulangan Kemiskinan dari hasil penelitian dengan cara
wawancara diperoleh informasi bahwa kewenangan pemerintah tingkat
kecamatan karangmaojo meliputi; 1) memberikan solusi
pandangan/wawasan kepada masyarakat, 2) pelatihan dan pembinaan, 3)

stimulan, dan 4) dan melakukan monitoring.

Supaya program-program dapat berjalan dengan baik dibentuk tim
koordinasi yang meliputi pihak-pihak terkait dari tingkat Kabupaten,
Kecamatan hingga Desa atau Kalurahan. Kelembagaan ataupun tim
koordinasi penanggulangan kemiskinan yang kemudian disebut dengan

TKPK, dilakukan pembinaan dan Pelaporan. Menteri melalui Dirjen Bina

87
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Bangda (Dirjen Bina Pembangunan Daerah) melakukan pembinaan
kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK
Kabupaten/Kota. Gubernur melalui wakil gubernur melakukan pembinaan
kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Kabupaten/Kota. Pembinaan
tersebut dilakukan melalui pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

apabila dikaitkan dengan konsep maslahah dalam kaidah Figh
pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi
permasalahan kemiskinan sudah sesuai, dan termasuk dalam maslahah al-
‘ammah, yang bertujuan untuk membawa manfaat dan meniadakan
madharat. Dalam hal ini Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan
Kemiskinan diperuntukkan warga masyarakat yang terdaftar dalam Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial dan teruntuk warga yang dinilai kurang
mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Serta apabila dilihat dari kaidah
ushul Figh maka Pembentukan Perda No 2 Tahun 2015 ini sudah sesuai,
karena dalam mengambil kebijakan pemerintah daerah memperhatikan
kemaslahatan untuk warga miskin dan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan belum
sesuai dengan teori kebijakan pemerintah, tokoh yang bernama Noeng
Muhadjir dalam teorinya berpendapat bahwa kebijakan yang baik meliputi
empat hal penting yakni pertama tingkat hidup masyarakat meningkat,

kedua terjadi keadilan, ketiga diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat
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(dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan
keempat ialah terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Kebijakan
Pemerintah tentang Penanggulangan Kemiskinan terdapat ketidak sesuaian
dengan teori yang pertama bahwa tingkat hidup masyarakat dapat
meningkat. Hal tersebut belum terjadi di masyaraktat Kabupaten
Gunungkidul. terlihat bahwa sejak di bentuknya Perda No 2 Tahun 2015
bahwa berdasarkan data jumlah penduduk miskin di kabupaten
Gunungkidul pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi kenaikan. Artinya,
pemerintah dalam membuat kebijakan belum berhasil menekan laju angka
kemiskinan. Untuk teori yang kedua hal penting dalam kebijakan yakni
kebijakan yang baik terjadinya suatu keadilan dalam masyarakat. Kebijakan
Pemerintah yang tertuang dalam Perda No 2 Tahun 2015 belum sepenuhnya
mewujudkan keadilan di masyarakat. Ketidak adilan tersebut terjadi karena
pembaharauan data terpadu kesejahteraan sosial ataupun data penerima
bantuan belum berjalan maksimal, Sehingga belum sepenuhnya diperoleh

hak-hak masyarakat miskin.

Hal penting dalam kebijakan selanjutnya meliputi; terjadinya
peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah,
perencanaan, keputusan dan implementasi) dan yang keempat yakni
terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah
Kabupaten Gunungkidul sudah sesuai dengan kedua teori kebijakan

tersebut.
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B. Saran

1. Perlu adanya Validitas, sinkronisasi, dan update data kemiskinan yang
selama ini belum berjalan secara optimal. Serta belum sepenuhnya
masyarakat miskin dapat memperoleh akses terhadap pelayanan publik
hal ini akan menimbulkan warga masyarakat akan kurang
memanfaatkan haknya. Diharapkan kepada pemerintah kabupaten
daerah Gunungkidul dalam mengatasi masalah kemiskinan untuk lebih
memperhatikan hal tersebut, supaya masyarakat dapat memeperoleh hak
yang sama. Dan perlu adanya koordinasi lintas sektor dan lintas
tingkatan pemerintahan untuk mensinergikan program penanggulangan
kemiskinan agar dapat berjalan secara optimal.

2. Untuk mengetahui keadaan ekonomi maupun kondisi masyarakat perlu
adanya survei yang dilakukan pemerintah secara bertahap ke
masyarakat secara langsung, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam

menentukan sasaran bantuan.
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